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BAB I
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 

DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH 

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, tindak pidana merupakan problem manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual (Marzuki (et.al) 2000, hlm. 37).
Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual. Pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua itu akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan benar-benar perbuatan keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban, Allah juga melaknat bagi pelaku pemerkosaan (Nawawi 2002, hlm 7).
Kekerasan terhadap anak Indonesia tampaknya masih meningkat di tahun 2013. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat dalam semester I di tahun 2013 mulai Januari sampai akhir Juni 2013 ada 1032 kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah itu kekerasan fisik tercatat ada 294 kasus atau 28 persen, kekerasan psikis 203 kasus atau 20 persen dan kekerasan seksual 535 kasus atau 52 persen (http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/04).

Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, Samsul Ridwan, saat berbincang di stasiun televisi swasta pada hari Rabu (4/9/2013) malam mengatakan data ini masih sangat mengkhawatirkan. Terlebih terdata 52 persen 1032 kasus kekerasan itu adalah kekerasan seksual. Data kekerasan anak yang sebenarnya jauh lebih banyak dari data itu. Karena data ini hanya yang terlaporkan saja yang tidak terlaporkan bisa mencapai 3 kali lipatnya. Menurut Ridwan, penyebab utama masih tingginya kekerasan anak di Indonesia karena persepsi yang tidak tepat terhadap anak. Anak masih dianggap menjadi objek dan bukan subjek penentu serta memiliki hak sendiri. Ini menjadi penyebab utama anak-anak mengalami kekerasan baik fisik, psikhis maupun seksual (http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/04).

Kasus kekerasan seksual pada anak, meningkat pesat tahun 2013 ini. Dari sekitar 30-an kasus tahun 2012, baru pertengahan 2013 sudah meningkat menjadi 535 kasus. Jumlah kekerasan seksual menurut Ketua Komnas Arist Merdeka Sirait, meningkat pesat sejak 2010 yang tercatat ada 42 persen dari 246 kasus kekerasan seksual pada anak, pada 2011 ada 50 persen dari 259 kasus kekerasan seksual pada anak, dan 2012 ada 62 persen dari 47 kasus kekerasan seksual pada anak. (http://news.detik.com/read/2013).

Banyak kasus pemerkosaan yang sering kita temui dalam masyarakat, dimana yang dijadikan korban pemerkosaan adalah anak di bawah umur dan pelaku biasanya adalah orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, dan saudara laki-laki sendiri (Nawawi 2002, hlm 9). Pemerkosaan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan pengetahuan yang dangkal, sehingga akal mereka tidak dapat mengalahkan hawa nafsu, akibatnya akal mereka lepas. Seperti dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhori yang berbunyi:

عن ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يزنى الزانى حين الزانى وهو مؤمن. (اخرجه البخارى).
Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan disini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan ini dapat berupa rasa terauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat (Irfan 2001, hlm. 53). Rasa terauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa.

Semakin banyaknya pemerkosaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam pasal 287 ayat 1 kitab Undang-undang hukum pidana menyatakan:

 “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalu umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” 
Dan pasal 82 Undang-undang perlindungan anak yang berbunyi:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkai kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda  paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)” (Marpaung 1996, hlm. 81).
Dalam hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman adalah dipenjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 287 KUHP karena korbannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum Islam akibat jarimah perkosaan (zina) dibagi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristeri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukuman pemerkosaan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua elah pihak (laki-laki dan perempuan) sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban (Nawawi 2002, hlm 58), sebagaimana dalam firman Allah dalam surat an-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتاخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الخر وليشهد عدابهما طائفة من المؤمنين.
Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Menurut mayoritas pandangan ulama bahwa dalam kasus pemerkosaan pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan jarimah zina. Sedangkan pihak korban status hukumannya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya (Abdul 2001, hlm. 65). Jadi korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi hasrat seks pelaku. Dimana pelaku dapat berbuat sesuai kehendaknya yang jelas tidak mengindahkan hak asasi korban.

Hukum Islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya perbuatan yang merugikan orang lain. Conthnya seseorang yang melakukan kejahatan pemerkosaan atau dalam hukum Islam pelaku pemerkosaan lebih berat, karena selain hukuman yang ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, ia juga mendapat hukuman tambahan karena melakukan pemaksaan terhadap korban, pelaku mendapat hukuman tambahan berupa ta’zir (Hanafi 1976, hlm. 370). 

Dari berbagai kasus pemerkosaan yang diajukan ke Pengadilan, hanya beberapa yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan, karena seseorang baru dapat dikatakan diperkosa apabila orang tersebut mendapatkan kekerasan, paksaan, ancaman dari pelaku dan perbuatan ini tida berdasarkan persetujuan perempuan. Apabila pasangan pria dan wanita melakukan hubungan suami istri di luar nikah atau zina, kemudian si wanita hamil dan si pria tidak mau bertanggung jawab, lalu ia mengadukan bahwa si pria telah memperkosanya, maka aduannya tidak dapat diterima karena sebelumnya ia melakukan dengan pasangannya, berdasarkan rasa suka sama suka tanpa ada rasa disakiti. Oleh karena itu hal ini tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan (Hanafi 1976, hlm. 379).
Pemerkosaan pada anak di bawah umur bukan merupakan hal-hal yang baru pada saat ini. Perbuatan keji ini akan semakin berkembang apabila tidak dihadapi dan diselesaikan secara hukum yang tegas dan adil.

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Fiqh Jinayah.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur?

2. Bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif Fiqh Jinayah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Jinayah tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
b. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif Fiqh Jinayah.

2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran, serta untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum, atau disiplin keilmuan lainnya yang ada kaitannya dengan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, serta semua elemen masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

D. Tinjauan Pustaka
Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin. Berbagai bahsan yang berkaitan dengan kasus kejahatan seksual banyak ditemani baik melalui media cetak maupun media elektronik, bahasannya pun beragam ada yang membahas tentang dampat psikologis korban, ada yag membahs dar segi bantuan hukum terhadap korban. Tidak banyak yang membahas tentang aspek hukum atas tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
Dari berbagai buku yang peneliti baca ada beberapa buku yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusun skripsi ini diantaranya, buku karangan Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanmas yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak (dalam perspektif konvensi hak anak).
Dalam buku tersebut di atas memang lebih menitik beratkan pada pembahasan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) yang di implementasikan ke dalam hukum anak dan program yang berkaitan dengan anak (Tamnas 1999, hlm. 58). Buku ini sangat menunjang skripsi ini terutama berkaitan dengan materi hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang menjadi salah satu bagian bahasan dalam konvensi Hak Anak. Bagaimanapun hukum anak di Indonesia tidak bisa menyalahi apa yang menjadi ketetapan dari KHA dunia karena KHA merupakan suatu perjanjian internasional atas pengakuan hak-hak anak di seluruh Indonesia.
Dalam bukunya Darwan mengemukakan tentang sejarah lahirnya Hukum Anak di Indonesia disamping itu memaparkan tentang Pengadilan Anak, Perlindungan Anak, kedudukan anak serta lembaga permasyarakatan anak (Darwan 1997, hlm. 67). Hal ini sangat menunjang skripsi ini terutama berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan hukum anak. Selain ini buku karangan PAF Lamintang tentang Delik- delik khusus tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatuhan. Dalam buku ini berusaha memaparkan tindak pidana kesusialaan dan kepatuhan yang dalam KUHP. Selain itu juga membahas tentang pelanggaran yang berhubungan dengan kesusilaan.
Buku ini sangat membantu penyusunan skripsi ini dengan penjelasan-penjelasan yang mendetai tentang tindak pidana persetubuhan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pembahasan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan persetubuhan, baik pasal 285 dan 287 maupun pasal lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana persetubuhan (Lamintang 1990, hlm. 53).
Skripsi Ahmad Renaldi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencegahan dan penangulangan kejahatan seksual di Palembang. Dimana Renaldi lebih memfokuskan kajian tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual. Dengan mencari data dilapangan ia berusaha mencari alas an atau factor-faktor yang menjadi penyebab maraknya kejahatan seksual di Palembang. Melalui wawancaradengan beberapa instansi pemerintah yang berkaitan dengan kasus yang dikaji ia berusaha mencari tahu upaya-upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan pemerintah Palembang dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual di Palembang. Disamping itu ia juga mengungap bagaimana tujuan hukum Islam terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual (Renaldi 2001, hlm. 53).
Dalam kaitanya dengan hukum Islam yang membahas tentang hukum pidana atau jarimah yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain adalah Asas-asas Hukum Pidana karya A. Hanafi yang dalam bukunya ia membahas tentang jarimah dan bagian-bagiannya lalu asas legalitas pada aturan-aturan pidana Islam percobaan melaksanakan jarimah dan lain-lain. Berkaitan dengan skripsi ini maka asas-asas hukum Islam yang berkaitan dengan pelaku serta hukuman-hukuman yang ada dalam hukum Islam.
Begitu banyak kajian tentang kejahatan seksual, namun setahu penyusun kajiannya lebih banyak memfokuskan pada factor perlindungan hukum dimana perempuan sebagai obyek kejahatan seksual. Hal ini berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penyusun karena penyusun lebih menitik beratkan pada obyek dan subyek hukuman adalah anak-anak.

E. Metodelogi Penelitian

Dalam rangka mencari data untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, digunakan metode penelitian dan penulisan melalui tahapan-tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa respon, penjelasan tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penerapan analisis. 
Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.  
a. Data Primer yaitu dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Perundang-undangan yakni KUHP dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadits, dan ketentuan-ketentuan fiqih yang mengatur permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku, tulisan para ahli dan hasil-hasil penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dokumentasi, Alat ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu penguraian, penganalisaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kehusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.  
F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahsan sedemikian rupa. Adapun sistematika yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
Bab pertama berisikan pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, pada bab ini membahas tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur meliputi perkosaan dan pemerkosaan dalam KUHP, hukum Islam. Batasan usia anak menurut KUHP, UUPA, konvensi hak anak, faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.  
Bab ketiga berisi tentang pembahasan ini yang mana pada bagian ini dipaparkan tentang analisis tinjauan Fiqh Jinayah tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif Fiqh Jinayah.

Bab keempat penutup, merupakan kesimpulan dari keseluruhan penulisan hukum yang terdapat dari data yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya beserta saran.
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